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Bahwa sebuah pemilu yang adil tidak hanya diukur dari hari pemungutan suara, tetapi dari kualitas keseluruhan proses sejak 
perencanaan hingga penyelesaian sengketa (IDEA)
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D A M P A K N YA  P A D A  B A WA S L U

Ketika pengawasan semua jenis pemilu tidak 
harus dilakukan dalam satu tahun yang sama, 
maka waktu bagi Bawaslu untuk 
mempersiapkan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi dapat menjadi lebih terstruktur

Penururan resiko overload

Penambahan kapasitas organik 
dan ad-hoc

Peningkatan kualitas pengawasan

Penelitian tentang pengawasan pemilu di 
Indonesia menunjukkan bahwa Bawaslu masih 
menghadapi hambatan terkait efektivitas 
pengawasan dan penegakan hukum pemilu, 
antara lain karena sumber daya terbatas, 
regulasi yang tumpang-tindih, dan tekanan 
waktu.

Dibanding dengan pelaksanaan tahun 2024, Bawaslu 
akan punya waktu lebih banyak untuk melakukan 
evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya dan 
memperbaiki sistem pengawasan TPS, sistem 
pelaporan pelanggaran, dan mekanisme rekapitulasi 
suara.

Dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal: 

Pemilu nasional menuntut pengawasan 
terhadap isu-isu besar seperti pendanaan 
kampanye lintas wilayah, disinformasi berskala 
nasional, efektivitas logistik, dan keamanan 
rekapitulasi suara. Sebaliknya, pemilu daerah 
erat dengan kerawanan mikro seperti politik 
uang berbasis jaringan lokal, keberpihakan ASN, 
mobilisasi birokrasi daerah, hingga konflik 
personal antar-elite lokal

Pengawasan yang lebih fokus dan 
tematik

Koordinasi antar lembaga lebih intensif 

Bawaslu memiliki waktu untuk membangun 
protokol koordinasi yang lebih sistematis, 
menggelar rapat kerja berjenjang, dan 
menyusun kesepakatan teknis yang dapat 
mencegah konflik kelembagaan di kemudian 
hari.

Dengan pemisahan pemilu nasional dan 
pemilu lokal: memberikan kesempatan 
untuk memperkuat kapasitas dan 
efektivitas pengawasan, namun 
dibutuhkan kesiapan yang jauh lebih 
besar agar tidak tergelincir ke dalam 
risiko penurunan kualitas akibat beban 
baru dan regulasi yang belum matang 



P e n g a w a s a n  b e r b a s i s  t a h a p a n

Dalam situasi pemisahan pemilu, verifikasi parpol terjadi 
jauh sebelum pencalonan legislatif dan eksekutif—
memberi peluang besar bagi Bawaslu untuk 
memperketat standar verifikasi administrasi, melakukan 
verifikasi faktual secara lebih konsisten

Verifikasi partai peserta pemilu

Verifikasi dokumen secara mendalam serta membangun 
kanal keberatan (objection window) yang benar-benar 
dapat diakses oleh peserta.

Verifikasi Cakada dan caleg

Pemantauan politik uang secara lebih sistematis, pengawasan 
terhadap pergerakan ASN dan perangkat desa melalui 
koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan konten digital 
menggunakan model analitik sederhana berbasis temuan-
temuan sebelumnya tentang hoaks dan SARA

Kampanye

Memperkuat pelatihan KPPS dan pengawas TPS, 
memastikan TPS ramah pemilih, serta melakukan audit 
kesiapan TPS untuk mendeteksi potensi pelanggaran 
sejak sebelum hari pemungutan suara

Pemungutan suara

Supervisi Pantarlih yang lebih intensif, serta audit 
lapangan secara sampling maupun sensus di daerah 
berisiko tinggi

Pemutakhiran data pemilih

Mengawal pembuatan berita acara, meminimalkan 
ruang kosong dalam dokumen resmi, serta memastikan 
pengawas TPS memiliki kapasitas untuk bertahan 
mengawasi hingga proses selesai

Penghitungan suara
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